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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah karena (hibah) di 

Kabupaten Sleman sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997. 

2. Bahwa pemberian sertipikat hak milik atas tanah yang diperoleh 

karena hibah telah mewujudkan kapatian hukum dan perlindungan 

hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di 

Kabupaten Sleman. Hal ini terbukti sesuai dengan Pasal 32 Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, bahwa selama jangka waktu 

diperoleh sertipikat (sebelum dan sesudah 5 tahun) ternyata tidak ada 

gugatan dari pihak lain, sehingga pemberian sertipikat hak milik atas 

tanah yang diperoleh karena peralihan hak (hibah) telah mewujudkan 

kepastian hukum dan perlindungan hukum. 

B. Saran  

Sebagai akhir dari pembahasan ini, maka penulis mencoba 

memberikan saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat bagi 

semua pihak yang terkait, sebagai berikut : 
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1. Kepada masyarakat. Agar dalam memenuhi syarat-syarat yang 

telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Menteri 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 

1997 perlu diperhatikan (harus dipenuhi dahulu sebelum 

melakukan pendaftaran peralihan hak), sehingga proses 

pendaftaran dapat berjalan dengan lancar dan dapat 

mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum. 

2. Kepada pihak Kantor Pertanahan perlu penambahan pegawai 

untuk membantu dalam proses penerbitan sertipikat, sehingga 

jangka waktu perolehan sertipikat dapat lebih cepat. 
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